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ENGELOLAAN keuangan daerah merupakan fondasi yang 

kuat bagi pembangunan ekonomi dan sosial yang 

berkelanjutan di tingkat lokal. Di dalamnya terdapat 

serangkaian keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi kualitas 

hidup masyarakat, ketersediaan layanan publik, serta tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun, pengelolaan 

keuangan daerah tidaklah terlepas dari berbagai tantangan dan 

kompleksitas yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, 

terutama di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang 

terus berubah. Dalam buku ini, kami akan menjelajahi beberapa 

aspek kunci dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari 

pengelolaan utang hingga investasi, serta evaluasi dan monitoring. 

Kami akan menguraikan prinsip-prinsip penting, strategi yang 

efektif, serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan mereka dengan baik. Dengan 

memahami dinamika dan kompleksitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah, diharapkan pembaca dapat mendapatkan 

wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana menciptakan 

kondisi yang mendukung bagi pembangunan berkelanjutan di 

tingkat lokal. Melalui pembahasan yang komprehensif ini, kami 

berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya 

meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan di tingkat daerah, 

serta mempromosikan praktik pengelolaan keuangan yang baik 

dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ini tidak hanya akan 

membantu menciptakan keberlanjutan finansial di tingkat lokal, 

P 
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tetapi juga akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan 

kemajuan masyarakat secara keseluruhan. 
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Bab 1 

1.1  Sistem Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah 
Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

keuangan daerah biasanya terdiri dari beberapa unit atau 

departemen utama yang bekerja sama untuk mengelola urusan 

keuangan daerah. Struktur ini mungkin berbeda tergantung pada 

pemerintah daerah atau struktur administratif tertentu, tetapi 

biasanya mencakup (Novita, 2024; Safri et al., 2024): 

• Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKK): badan utama yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Mereka 

biasanya dipimpin oleh seorang Direktur atau Manajer 

Keuangan Regional, yang bertanggung jawab atas pengelolaan 

keuangan regional secara keseluruhan. 

• Divisi Aset (BPKK): Divisi ini bertanggung jawab atas aset 

daerah, termasuk properti, bangunan, dan lainnya. Pemerintah 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset ini 
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dipelihara, dimanfaatkan, dan dikelola dengan cara yang 

memaksimalkan nilainya bagi masyarakat. 

• Departemen Pengelolaan Keuangan (Departemen Pengelolaan 

Keuangan BPKK): Departemen ini bertanggung jawab untuk 

mengawasi sumber daya keuangan daerah, termasuk 

penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. Ini 

memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif 

untuk mencapai tujuannya. 

• Departemen Anggaran Daerah (Bagian Anggaran Daerah 

BPKK): Tugas departemen adalah menyusun dan mengelola 

anggaran daerah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut 

sesuai dengan tujuan dan prioritas daerah dan digunakan secara 

efektif untuk mencapainya. 

• Departemen Perencanaan dan Analisis Keuangan (Departemen 

Perencanaan dan Analisis Keuangan BPKK): Analisis dan 

perencanaan sumber daya keuangan daerah adalah tanggung 

jawab departemen ini. Bagian ini membantu pemerintah daerah 

dengan keuangan dengan memberikan nasihat dan pedoman. 

Ini juga memastikan bahwa sumber daya yang disediakan oleh 

pemerintah daerah digunakan secara efisien dan efektif. 

• Departemen Audit Internal (BPKK): Departemen ini 

bertanggung jawab untuk melakukan audit internal untuk 

memastikan bahwa dana daerah digunakan dengan baik. Dalam 

laporan ini, diidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki 

dan diusulkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa 

sumber daya keuangan di wilayah ini digunakan sesuai dengan 

peraturan dan undang-undang terkait. 

• Departemen Pelaporan Keuangan (BPKK): Tugas departemen 

ini adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. 

Ini memastikan bahwa laporan keuangan akurat, lengkap, dan 

tepat waktu, serta memberikan gambaran yang jelas dan terbuka 

tentang bagaimana urusan keuangan daerah berjalan. 

Ringkasnya, struktur organisasi yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan keuangan daerah biasanya mencakup beberapa unit 
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atau departemen utama yang bekerja sama untuk mengelola 

urusan keuangan suatu daerah. Unit atau departemen ini 

bertanggung jawab mengelola aset daerah, sumber daya keuangan, 

anggaran, perencanaan keuangan, audit internal, dan pelaporan 

keuangan. 

Untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang efisien 

dan efektif, prinsip-prinsip utamanya diperoleh dari berbagai 

sumber, termasuk pengalaman praktis dan penelitian akademis. 

Beberapa prinsip utama adalah sebagai berikut (López & Puente, 

2010; Ulyanchenko et al., 2021): 

• Solidaritas Finansial: Ide ini menekankan betapa pentingnya 

kerja sama dan dukungan keuangan antar daerah untuk 

mencapai tujuan bersama dan mengurangi disparitas regional. 

• Kesetaraan: Konsep ini menekankan bahwa untuk mendorong 

pertumbuhan regional dan mengurangi kesenjangan, setiap 

wilayah harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya 

keuangan dan peluang. 

• Pembangunan Berkelanjutan: Ide ini menegaskan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus berfokus pada 

pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa 

keputusan keuangan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan 

jangka panjang dan lingkungan hidup. 

• Konsentrasi: Ide ini menekankan bahwa sumber daya harus 

difokuskan pada daerah yang paling membutuhkan, seperti 

daerah yang mengalami kemiskinan atau ketimpangan ekonomi 

yang tinggi. 

• Kerja Sama: Ide ini menekankan betapa pentingnya kerja sama 

antar daerah, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan 

bersama dan mengurangi disparitas antar daerah. 

• Pemantauan dan Evaluasi: Prinsip ini menekankan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah harus dipantau dan dievaluasi 

secara teratur untuk memastikan pengambilan keputusan 

keuangan yang efektif dan efisien. 
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• Pengelolaan Keuangan: Prinsip ini menekankan betapa 

pentingnya mengelola keuangan dengan baik, yang mencakup 

penganggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan. 

• Manajemen Strategis: Ide ini menekankan bahwa manajemen 

strategis sangat penting untuk pengelolaan keuangan daerah. 

Manajemen strategis mencakup menetapkan tujuan dan sasaran 

yang jelas serta menyelaraskan keputusan keuangan dengan 

tujuan tersebut. 

• Optimitas: Ide ini menekankan bahwa pengambilan keputusan 

keuangan harus dilakukan dengan cara yang memaksimalkan 

efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. 

• Transparansi dan Akuntabilitas: Prinsip ini menekankan betapa 

pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Ini memastikan bahwa keputusan keuangan 

dibuat secara akuntabel dan transparan. 

Prinsip-prinsip ini penting untuk menjamin pengelolaan 

keuangan daerah yang efektif dan efisien, dan dapat diterapkan 

dalam berbagai konteks, termasuk pembangunan daerah, 

pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. 

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah adalah struktur 

komprehensif yang mencakup berbagai aspek manajemen 

keuangan, seperti penganggaran, perencanaan keuangan, dan 

alokasi sumber daya. Pengelolaan Keuangan Daerah sangat 

penting untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang 

efektif dan efisien, yang sangat penting untuk pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah (Koval et al., 2023). Siklus 

pengelolaan keuangan daerah secara umum adalah sebagai berikut 

(Pilova, 2023).  

• Perencanaan Keuangan: Ini adalah bagian dari strategi 

pembangunan daerah dan mencakup menetapkan tujuan dan 

sasaran keuangan daerah. Ini mencakup mengidentifikasi 

sumber daya keuangan, memperkirakan kebutuhan keuangan, 

dan mengembangkan rencana keuangan. 

• Penganggaran: Fase ini mencakup penyusunan anggaran yang 

menggambarkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk 
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daerah. Ini termasuk menemukan sumber pendapatan, 

memperkirakan pengeluaran, dan menetapkan tujuan 

keuangan. 

• Alokasi Sumber Daya: Pada langkah ini, sumber daya 

dialokasikan ke berbagai sektor dan proyek yang relevan. Ini 

mencakup identifikasi prioritas, pengalokasian sumber daya, 

dan pemantauan kemajuan. 

• Manajemen Keuangan: Tahap ini melibatkan pengelolaan 

sumber daya secara efektif dan efisien. Ini termasuk mengawasi 

pengeluaran, mengelola arus kas, dan memastikan bahwa 

peraturan keuangan dipatuhi. 

• Pemantauan dan Evaluasi: Fase ini melibatkan pemantauan dan 

evaluasi kinerja keuangan daerah. Ini termasuk memantau 

indikator keuangan, menilai kinerja keuangan, dan menemukan 

area yang membutuhkan peningkatan. 

• Pelaporan Keuangan: Fase ini melibatkan pelaporan informasi 

keuangan kepada pemangku kepentingan, termasuk 

pemerintah daerah, investor, dan masyarakat. Ini mencakup 

membuat laporan keuangan, memberikan informasi, dan 

memastikan transparansi dan akuntabilitas. 

1.2  Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

1.2.1 Kebijakan Fiskal dan Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Pengeluaran pemerintah dan perpajakan digunakan untuk 

mempengaruhi aktivitas ekonomi dan menstabilkan ekonomi. Ini 

adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk 

mengatur perekonomian dan mencapai tujuan tertentu, seperti 

pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja penuh, dan stabilitas harga. 

Pengelolaan sumber daya keuangan daerah, termasuk 

pengumpulan, pengalokasian, dan pemanfaatan pendapatan, 

disebut pengelolaan pendapatan daerah. Ini melibatkan 

pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan 

lainnya untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan 

publik (Kurniadi et al., 2019). Konsep utama dalam kebijakan fiskal 
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dan pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut 

(Mansaray, 2022; Marjulas & Syofyan, 2020). 

• Pendapatan Daerah: Sumber daya keuangan yang dihasilkan 

oleh suatu daerah, termasuk pajak, retribusi, dan sumber 

pendapatan lainnya, disebut sebagai pendapatan daerah. 

• Otonomi Daerah: Otonomi daerah memungkinkan daerah 

untuk memanfaatkan sumber pendapatan keuangan yang 

dijamin oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 

• Strategi Kekuatan-Peluang (SO): Strategi Kekuatan-Peluang 

(SO) adalah model implementasi kebijakan yang efektif yang 

digunakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. 

• Pengelolaan Aset: Pengelolaan aset meliputi proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kekayaan daerah 

untuk meningkatkan pendapatan daerah. 

• Kerangka Peraturan Fiskal: Kerangka peraturan fiskal 

mencakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang 

mendukung mobilisasi pendapatan dan pengelolaan sumber 

daya keuangan. 

• Kapasitas Kelembagaan: Kapasitas kelembagaan mengacu pada 

kemampuan organisasi keuangan daerah dalam mengelola 

sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. 

• Efek Flypaper: Efek flypaper mengacu pada fenomena dimana 

dana yang dialokasikan ke suatu daerah dibelanjakan secara 

lokal, bukan dibelanjakan di tempat lain. 

Dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan perlu 

adanya strategi dan optimalisasi. Secara singkat, strategi dan 

kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, yang mencakup pajak 

dan retribusi daerah, mencakup optimalisasi kekayaan daerah, 

penerapan strategi kekuatan-potensi (SO), pengelolaan strategis 

potensi sumber daya, analisis strategi kebijakan makroekonomi 

regional dan subregional, dan manajemen strategi korporasi selama 

proses integrasi regional. Tujuan dari strategi ini adalah untuk 

meningkatkan sumber pendapatan daerah dan mendukung 

pembangunan daerah. meningkatkan kualitas hasil pekerjaannya.  
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1.2.2 Kebijakan Pengeluaran, Investasi, dan Utang Daerah 

Strategi perekonomian suatu negara terdiri dari kebijakan 

pengeluaran, investasi, dan utang daerah, yang dimaksudkan 

untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas, dan 

kesejahteraan sosial. Kebijakan ini dirancang untuk mengelola 

alokasi sumber daya di wilayah tertentu, seperti negara bagian, 

provinsi, atau kota, untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial 

tertentu.  

Alokasi dana pemerintah ke berbagai sektor di daerah 

dikenal sebagai kebijakan belanja daerah. Pengeluaran ini dapat 

mencakup investasi di infrastruktur, pendidikan, layanan 

kesehatan, dan layanan sosial. Kebijakan belanja daerah yang 

efektif bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan standar hidup, dan meningkatkan kualitas hidup 

penduduk setempat secara keseluruhan. Investasi di bidang 

pendidikan dan layanan kesehatan, misalnya, dapat menghasilkan 

tenaga kerja yang lebih terampil dan sehat, yang dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi (Intan Primandani & Purbadharmaja, 2023).  

Kebijakan investasi regional melibatkan alokasi sumber daya 

strategis untuk merangsang pertumbuhan dan pembangunan 

ekonomi dalam wilayah geografis tertentu. Investasi dapat 

mencakup proyek infrastruktur seperti sistem transportasi, 

pembangkit energi, dan fasilitas umum. Investasi ini dapat 

menciptakan lapangan kerja, menstimulasi perekonomian lokal, 

dan meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal secara 

keseluruhan. Kebijakan investasi regional yang efektif harus 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi keuntungan 

ekonomi jangka panjang, dampak terhadap lapangan kerja lokal, 

dan potensi diversifikasi ekonomi regional (Nguyen, 2022).  

Untuk membiayai pengeluaran dan investasi, pemerintah 

daerah mengelola utangnya melalui kebijakan utang daerah. 

Pengelolaan utang yang efektif memerlukan keseimbangan antara 

kebutuhan utang untuk investasi dan kebutuhan untuk menjaga 

keberlanjutan utang. Keseimbangan ini sangat penting untuk 

menjaga tingkat bunga pinjaman pemerintah daerah yang wajar 
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dan menjaga kepercayaan investor dan pemberi pinjaman 

(Menguy, 2023). 

1.2.3 Reformasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Upaya reformasi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan 

daerah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat 

penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara 

efisien dan efektif, dan bahwa masyarakat mempunyai akses 

terhadap informasi tentang bagaimana uang mereka dibelanjakan. 

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan memastikan bahwa 

mereka yang bertanggung jawab mengelola dana publik 

bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Salah 

satu bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah 

melakukan perubahan yang meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan. Hal ini dapat 

termasuk tindakan seperti (Djainuddin Maggasingang, 2013): 

• Transparansi Anggaran: Menyediakan publik dengan informasi 

anggaran, termasuk detail belanja dan pendapatan. 

• Pelaporan Keuangan: Secara teratur memberikan laporan 

keuangan yang detail tentang kinerja dan pengeluaran. 

• Audit dan Pengawasan: Meningkatkan sistem audit dan 

pengawasan untuk memastikan bahwa transaksi keuangan 

diawasi dan diaudit dengan benar. 

• Desentralisasi dan Otonomi: Menyerahkan pengelolaan 

keuangan ke tingkat daerah memberikan mereka lebih banyak 

kebebasan untuk mengelola keuangan mereka dengan baik. 

Pengelolaan keuangan daerah telah berubah dengan 

menerapkan strategi dan teknologi baru untuk meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas. Ini dapat termasuk (Crittendon, 

2015): 

• Penganggaran Digital: Gunakan sistem penganggaran digital 

untuk memantau pengeluaran dan anggaran secara real-time. 

• Inisiatif Data Terbuka: Menerapkan inisiatif yang membuat 

publik dapat mengakses data keuangan. 
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• Sistem Informasi Manajemen Keuangan (FMIS): Implementasi 

FMIS yang memungkinkan pengambilan keputusan dan 

menyediakan informasi keuangan secara real-time. 

• Manajemen Risiko: Temukan dan hindari risiko keuangan 

dengan menggunakan metode manajemen risiko yang efektif. 

1.3  Implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah 
Berbasis Teknologi 

1.3.1 E-Government dan Sistem Informasi Keuangan Daerah 

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi 

informasi dalam pengelolaan keuangan daerah telah menjadi 

prioritas utama. Hal ini disebabkan kemungkinan teknologi dapat 

meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan. Studi tertentu telah meneliti pengaruh 

teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah, 

menunjukkan manfaat dan kerugian (Herawati, 2023).  

Tabel 1. Keuntungan dan Tantangan Penerapan Sistem Informasi 

pada Pengelolaan Keuangan Daerah 

No. Keuntungan Tantangan 

1.  Peningkatan Transparansi: 
Teknologi informasi dapat 
meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan dengan 
menyediakan informasi 
keuangan secara real-time. 

Sumber Daya Manusia: 
Tempat-tempat dengan 
sumber daya terbatas 
mungkin menghadapi 
kesulitan dalam menerapkan 
sistem informasi keuangan 
yang efektif karena diperlukan 
personel yang berpengalaman. 

2.  Peningkatan Efisiensi: 
Teknologi dapat membuat 
proses keuangan lebih efisien, 
meningkatkan kecepatan, dan 
mengurangi kesalahan 
manual. 

Keamanan Data: Meskipun 
memastikan integritas dan 
keamanan data keuangan 
sangat penting, hal ini dapat 
menjadi sulit, terutama di 
daerah dengan infrastruktur 
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atau sumber daya yang 
terbatas. 

3.  Pengambilan Keputusan yang 
Lebih Baik: Data terperinci dan 
tepat waktu yang diberikan 
oleh sistem informasi 
keuangan memungkinkan 
perencanaan strategis dan 
pengambilan keputusan yang 
tepat. 

Integrasi: Mengintegrasikan 
sistem informasi keuangan 
dengan sistem dan proses 
yang ada dapat menjadi sulit 
dan memakan waktu. 

 

4.  Peningkatan Kepatuhan: 
Dengan mengotomatiskan 
proses dan menyediakan 
laporan keuangan yang akurat, 
teknologi dapat membantu 
memastikan bahwa orang 
mematuhi peraturan dan 
peraturan keuangan. 

Biaya: Implementasi dan 
pemeliharaan sistem informasi 
keuangan sangat mahal, 
sehingga dapat menjadi 
tantangan bagi daerah dengan 
anggaran terbatas. 

Sumber: (Jatiningrum et al., 2019; Rachmad et al., 2024) 

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, berbagai 

pemerintahan telah menerapkan sistem e-Government. Sistem ini 

memiliki beberapa keuntungan, seperti (Inayah, 2023): 

• Peningkatan Transparansi: Informasi keuangan tersedia secara 

real-time melalui sistem e-Government, meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. 

• Peningkatan Efisiensi: Sistem e-Government dapat otomatisasi 

proses keuangan, yang dapat mengurangi kesalahan manual, 

meningkatkan kecepatan, dan meningkatkan efisiensi secara 

keseluruhan. 

• Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data terperinci dan 

tepat waktu yang diberikan oleh sistem informasi keuangan 

memungkinkan perencanaan strategis dan pengambilan 

keputusan yang tepat. 

• Peningkatan Kepatuhan: Dengan mengotomatisasi proses dan 

menyediakan laporan keuangan yang akurat, sistem e-
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Government dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan dan standar keuangan. 

Namun, ada beberapa masalah saat menerapkan sistem e-

Government untuk keuangan daerah: 

• Sumber Daya Manusia: Penerapan sistem e-Government yang 

efektif memerlukan personel yang terampil, yang dapat menjadi 

tantangan di wilayah dengan sumber daya terbatas. 

• Keamanan Data: Memastikan integritas dan keamanan data 

keuangan sangat penting, terutama di daerah dengan 

infrastruktur atau sumber daya yang terbatas. 

• Integrasi: Sistem e-Government mungkin sulit diintegrasikan 

dengan sistem dan proses yang ada. 

• Biaya: Implementasi dan pemeliharaan sistem e-Government 

sangat mahal, sehingga daerah dengan anggaran terbatas dapat 

menghadapi masalah. 

1.3.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 

Platform digital Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA) berfungsi untuk membantu pengelolaan keuangan 

daerah dengan menyediakan sistem pengelolaan data keuangan 

yang lengkap dan terintegrasi. Tujuan SIMDA adalah untuk 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam 

pengelolaan keuangan dengan mengotomatisasi berbagai proses 

keuangan dan menyediakan informasi keuangan secara real-time. 

Fitur-fitur dalam SIMDA antara lain adalah sebagai berikut 

(Medhitama et al., 2024).  

• Manajemen Data Keuangan: SIMDA memberi Anda 

kemampuan untuk mengelola data keuangan, termasuk 

penganggaran, akuntansi, dan pelaporan. Ini termasuk melacak 

dan menganalisis transaksi keuangan, melacak kinerja anggaran, 

dan menghasilkan laporan keuangan. 

• Proses Otomatis: SIMDA mengotomatiskan pelaporan 

keuangan, penganggaran, dan entri data, yang mengurangi 

kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi. 
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• Informasi Real-Time: SIMDA menyediakan informasi keuangan 

secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan dan 

perencanaan strategis secara tepat waktu. Integrasi: SIMDA 

terintegrasi dengan sistem dan proses keuangan yang ada, 

memungkinkan transfer data yang lancar dan mengurangi 

gangguan. 

• Keamanan dan Kontrol Akses: SIMDA memiliki langkah-

langkah keamanan dan kontrol akses yang kuat untuk 

memastikan bahwa data keuangan tetap aman dan rahasia. 

Dengan menyediakan platform pengelolaan data keuangan 

yang lengkap dan terintegrasi, SIMDA memainkan peran penting 

dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan 

daerah. Sebagai alat yang efektif untuk pengelolaan keuangan 

daerah, SIMDA menawarkan fitur seperti pengelolaan data 

keuangan, proses otomatis, informasi real-time, integrasi, 

keamanan, dan kontrol akses. Penggunaan SIMDA dalam proses 

perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah 

meningkatkan transparansi keuangan daerah. 
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Bab 2 

2.1  Penyusunan Anggaran Daerah 
Penyusunan anggaran daerah merupakan proses kompleks 

yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor, mulai dari 

pemerintah daerah, DPRD, hingga partisipasi masyarakat. Proses 

ini harus mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 

partisipatif, dan efisiensi, sesuai dengan kerangka regulasi yang 

ada. Sebagai dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 

belanja daerah untuk satu tahun anggaran, anggaran daerah harus 

mencerminkan prioritas pembangunan yang disepakati serta 

memperhatikan keterbatasan sumber daya yang tersedia. 

Tahap awal dalam penyusunan anggaran daerah adalah 

identifikasi kebutuhan dan perumusan prioritas pembangunan. 

Proses ini dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) yang menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran 
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Sementara (PPAS). Kedua dokumen ini berfungsi sebagai pedoman 

dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) (Hantono et al., 2021). 

RKPD disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan 

anggaran tahun sebelumnya, analisis kondisi ekonomi daerah, serta 

masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). KUA dan 

PPAS kemudian disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) dengan mempertimbangkan hasil konsultasi dan 

sinkronisasi dengan DPRD. RAPBD yang dihasilkan kemudian 

dibahas dan disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif sebelum 

disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). 

2.2  Landasan Hukum dan Kebijakan 
Landasan hukum dan kebijakan dalam penyusunan 

anggaran daerah merupakan aspek fundamental yang menentukan 

legitimasi dan arah kebijakan keuangan daerah. Pengelolaan 

keuangan daerah diatur melalui berbagai peraturan perundang-

undangan yang memberikan panduan dan batasan bagi 

pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan 

anggaran (Hantono et al., 2021). Pemahaman yang mendalam 

terhadap landasan hukum dan kebijakan ini sangat penting untuk 

memastikan bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan secara 

sah, transparan, dan akuntabel. 

1. Landasan Hukum 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah 

UU ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, termasuk kewenangan daerah dalam pengelolaan 

keuangan. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip umum 

pengelolaan keuangan daerah yang mencakup transparansi, 

akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Poin penting dalam UU ini 
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meliputi: Kewenangan pemerintah daerah dalam penyusunan 

APBD, peran DPRD dalam pengawasan, dan ketentuan mengenai 

pendapatan dan belanja daerah. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara 

UU ini menjadi dasar pengelolaan keuangan negara termasuk 

keuangan daerah. Menegaskan pentingnya akuntabilitas dan 

transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Poin penting 

dalam UU ini meliputi: Menetapkan bahwa APBD harus disusun 

dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

serta harus mencerminkan kebijakan fiskal yang sehat. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

Mengatur tentang sumber-sumber pendapatan daerah, 

termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Poin penting dalam UU ini 

meliputi: Distribusi dana dari pusat ke daerah dan prinsip-prinsip 

perimbangan keuangan untuk mendukung otonomi daerah. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

PP ini memberikan panduan teknis bagi pemerintah daerah 

dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan 

APBD. Poin penting dalam UU ini meliputi: Prosedur penyusunan 

anggaran, peran dan fungsi TAPD, serta mekanisme pengawasan 

oleh DPRD. 

2. Kebijakan 

Kebijakan Fiskal Nasional 

Kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang 

harus dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dlam menyusun 

anggaran. Kebijakan ini mencakup target pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, defisit anggaran, dan prioritas pembangunan nasional. Po 

Kebijakan ini menekankan Koordinasi kebijakan antara pemerintah 

pusat dan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. 
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Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (PPAS) 

Dokumen yang memuat kebijakan umum, prioritas 

pembangunan, dan plafon anggaran yang akan dialokasikan. 

Disusun oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam 

penyusunan RAPBD. Kebijakan ini menekankan KUA dan PPAS 

harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 

waktu lima tahun yang memuat visi, misi, dan program prioritas 

kepala daerah terpilih. Kebijakan ini menekankan RPJMD menjadi 

acuan utama dalam penyusunan RKPD dan anggaran tahunan 

daerah. 

2.3  Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran Daerah 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan sebuah proses yang kompleks dan terstruktur, 

melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui secara sistematis 

untuk memastikan anggaran yang disusun dapat mencerminkan 

prioritas pembangunan daerah serta menjamin efisiensi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hantono et al., 2021). 

Tahapan ini melibatkan berbagai aktor dan memerlukan koordinasi 

yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi 

masyarakat.  

2.3.1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

 RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang 

disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah 

(RKP) pusat. RKPD berfungsi sebagai landasan penyusunan 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). 
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Proses Penyusunan: 

• Analisis Awal: Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 

sebelumnya untuk mengidentifikasi capaian dan kendala. 

• Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): 

Proses konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dan 

pemangku kepentingan untuk mengumpulkan usulan dan 

prioritas pembangunan. 

• Penyusunan Dokumen: Bappeda menyusun draft RKPD 

berdasarkan masukan dari Musrenbang dan analisis kebutuhan 

pembangunan daerah. 

• Penyesuaian dan Penyelarasan: Penyelarasan RKPD dengan 

RKP dan kebijakan nasional untuk memastikan keselarasan 

prioritas pembangunan. 

2.3.2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 

KUA dan PPAS adalah dokumen yang menjadi pedoman 

dalam penyusunan RAPBD, yang memuat kebijakan umum dan 

prioritas pembangunan serta plafon anggaran sementara untuk 

masing-masing program dan kegiatan. 

Proses Penyusunan: 

• Pengusulan oleh TAPD: Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

(TAPD) menyusun draft KUA-PPAS berdasarkan RKPD. 

• Pembahasan Internal: Pembahasan draft oleh TAPD dan kepala 

daerah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut 

mencerminkan prioritas pembangunan dan kebijakan fiskal 

yang realistis. 

• Konsultasi dengan DPRD: Draft KUA-PPAS dibahas bersama 

dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Proses ini 

melibatkan beberapa tahapan pembahasan, termasuk rapat 

komisi dan sidang paripurna. 

• Penyempurnaan dan Penetapan: Setelah disepakati, KUA dan 

PPAS ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD. 
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2.3.3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) 

RAPBD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan 

dan belanja daerah secara rinci untuk satu tahun anggaran, 

berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati. 

Proses Penyusunan: 

• Penyusunan oleh OPD: Setiap Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) yang 

merinci program dan kegiatan beserta anggarannya. 

• Kompilasi oleh TAPD: TAPD mengkompilasi RKA dari seluruh 

OPD untuk menyusun draft RAPBD. 

• Pembahasan Internal: Draft RAPBD dibahas dalam rapat-rapat 

internal pemerintah daerah untuk memastikan kesesuaian 

dengan KUA-PPAS. 

• Pembahasan dengan DPRD: RAPBD dibahas bersama dengan 

DPRD melalui serangkaian rapat komisi dan sidang paripurna 

untuk mendapatkan persetujuan. 

• Penetapan RAPBD: Setelah disetujui oleh DPRD, RAPBD 

ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah (Perda). 

2.4  Pembahasan dan Penetapan Anggaran 
Tahap pembahasan dan penetapan anggaran merupakan fase 

kritis dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Pada tahap ini, Rancangan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah disusun oleh pemerintah 

daerah dibahas secara mendalam bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapatkan persetujuan dan 

pengesahan. Proses ini memastikan bahwa anggaran yang 

diusulkan telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, 

transparansi, dan partisipasi, serta sesuai dengan prioritas 

pembangunan yang telah ditetapkan (Anto, 2020). Proses 

Pembahasan RAPBD terdiri dari: 
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1. Pengajuan RAPBD kepada DPRD 

RAPBD yang telah disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas. 

Dokumen ini harus diajukan paling lambat 60 hari sebelum tahun 

anggaran berakhir. Pengajuan dilakukan oleh kepala daerah 

melalui pidato pengantar yang menjelaskan garis besar RAPBD, 

asumsi dasar yang digunakan, serta prioritas dan program utama 

yang diusulkan. 

2. Pembahasan di Tingkat Komisi dan Fraksi 

RAPBD dibahas oleh komisi-komisi di DPRD sesuai dengan 

bidang tugas masing-masing. Setiap komisi melakukan kajian 

mendalam terhadap usulan anggaran dari Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) terkait. Komisi-komisi melakukan rapat kerja 

dengan OPD untuk membahas dan menanyakan rincian anggaran, 

program, dan kegiatan yang diusulkan. Fraksi-fraksi di DPRD juga 

memberikan pandangan umum terkait RAPBD. 

3. Rapat Gabungan Komisi 

Setelah pembahasan di tingkat komisi, dilakukan rapat 

gabungan komisi untuk menyelaraskan pandangan dan usulan dari 

masing-masing komisi. Dalam rapat gabungan ini, hasil 

pembahasan di tingkat komisi dirangkum dan disepakati untuk 

disampaikan dalam rapat paripurna. 

4. Rapat Paripurna DPRD 

Rapat paripurna merupakan forum tertinggi di DPRD untuk 

membahas dan menyetujui RAPBD. Di sini, pandangan akhir 

fraksi-fraksi disampaikan dan dilakukan pemungutan suara untuk 

menyetujui RAPBD. Rapat paripurna melibatkan penyampaian 

pandangan akhir dari setiap fraksi, tanggapan dari kepala daerah, 

dan diskusi untuk mencapai kesepakatan. Jika diperlukan, 

dilakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak 

RAPBD. 
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Penetapan APBD terbagi menjadi beberapa proses, yaitu  

1. Persetujuan Bersama 

Setelah RAPBD disetujui dalam rapat paripurna, dilakukan 

penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan 

pimpinan DPRD. Persetujuan ini merupakan dasar hukum untuk 

penetapan APBD. Penandatanganan dilakukan pada akhir rapat 

paripurna atau dalam acara resmi yang dihadiri oleh kepala daerah 

dan pimpinan DPRD. 

2. Evaluasi oleh Pemerintah Provinsi 

RAPBD yang telah disetujui disampaikan kepada pemerintah 

provinsi untuk dievaluasi. Evaluasi ini bertujuan memastikan 

bahwa RAPBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan yang lebih tinggi, dan kebijakan nasional. Pemerintah 

provinsi memiliki waktu 15 hari kerja untuk melakukan evaluasi 

dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Hasil 

evaluasi disampaikan kembali kepada pemerintah daerah dan 

DPRD. 

3. Penetapan APBD 

Setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah provinsi, 

RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah 

(Perda). APBD ini kemudian menjadi pedoman bagi pelaksanaan 

anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Penetapan dilakukan 

melalui sidang paripurna DPRD untuk mengesahkan Perda APBD. 

Perda ini memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

daerah. 

4. Publikasi dan Sosialisasi 

Setelah APBD disahkan, dilakukan publikasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan 

akuntabilitas penggunaan anggaran. Publikasi dilakukan melalui 

media massa, situs resmi pemerintah daerah, dan papan 

pengumuman di kantor-kantor pemerintahan. Sosialisasi 
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melibatkan forum konsultasi publik dan pertemuan dengan 

berbagai pemangku kepentingan. 

2.5  Implementasi dan Pengawasan 
Implementasi dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) adalah tahap lanjutan setelah penetapan 

anggaran yang bertujuan memastikan bahwa rencana anggaran 

yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. Tahap ini mencakup kegiatan 

pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah serta pengawasan 

oleh berbagai pihak untuk menjamin bahwa anggaran digunakan 

sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku (Anto, 2020). 

Proses implementasi APBD terdiri dari: 

1. Penjabaran APBD 

Setelah APBD ditetapkan, pemerintah daerah membuat 

dokumen penjabaran APBD yang memuat rincian lebih lanjut 

mengenai program, kegiatan, dan anggaran yang telah disetujui. 

Dokumen penjabaran disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah 

Daerah (TAPD) dan disahkan oleh kepala daerah melalui Peraturan 

Kepala Daerah (Perkada). Penjabaran ini menjadi acuan bagi 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan. 

2. Pelaksanaan Anggaran 

OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah dianggarkan. Setiap OPD harus memastikan 

bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah 

disetujui. Pelaksanaan anggaran dilakukan melalui prosedur 

pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran untuk kegiatan 

operasional, dan pelaksanaan program pembangunan. Setiap 

pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
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3. Pengelolaan Kas Daerah 

Pengelolaan kas daerah bertujuan untuk memastikan 

ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kegiatan 

pemerintah daerah sesuai dengan APBD. Badan Pengelola 

Keuangan Daerah (BPKD) mengelola penerimaan dan pengeluaran 

kas daerah, termasuk mengatur likuiditas dan melakukan 

pembayaran atas pengeluaran yang telah disetujui. 

Pengawasan APBD terbagi menjadi beberapa proses, yaitu: 

4. Pengawasan Internal 

Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang 

bertanggung jawab memastikan bahwa pelaksanaan anggaran 

dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

Inspektorat melakukan audit internal, reviu, dan monitoring 

terhadap pelaksanaan anggaran oleh OPD. Hasil pengawasan 

internal disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi 

dan perbaikan. 

5. Pengawasan Eksternal 

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah. BPK melakukan audit atas laporan keuangan 

pemerintah daerah setiap tahun. Audit ini meliputi aspek 

kepatuhan, kewajaran laporan keuangan, dan efektivitas 

pengendalian internal. DPRD melakukan fungsi pengawasan 

melalui pembahasan laporan realisasi anggaran, laporan kinerja 

pemerintah daerah, dan rapat dengar pendapat dengan OPD 

terkait. 

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Setiap akhir tahun anggaran, pemerintah daerah wajib 

menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang 

meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun oleh 

BPKD dan diaudit oleh BPK. Setelah audit, laporan disampaikan 
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kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat untuk 

menjamin transparansi. 

7. Sanksi dan Tindak Lanjut 

Jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan 

dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah daerah harus mengambil 

tindakan korektif dan memberikan sanksi kepada pihak yang 

bertanggung jawab. Tindak lanjut hasil audit dan rekomendasi 

pengawasan dilakukan oleh kepala daerah dengan melibatkan 

inspektorat dan OPD terkait untuk melakukan perbaikan dan 

penegakan disiplin. 

2.6  Peran Serta Masyarakat dan Transparansi 
Peran serta masyarakat dan transparansi dalam penyusunan 

dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) merupakan aspek yang sangat penting dalam konteks 

pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel (Anto, 2020). 

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan anggaran serta transparansi dalam penyediaan 

informasi anggaran dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Peran Serta Masyarakat terdiri dari: 

1. Partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) 

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan forum 

partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam 

menyusun rencana pembangunan daerah dan menetapkan 

prioritas program dan kegiatan. Masyarakat, termasuk lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, dan 

warga secara langsung berpartisipasi dalam Musrenbang dengan 

memberikan masukan, usulan, dan evaluasi terhadap rencana 

pembangunan daerah. 
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2. Monitoring dan Evaluasi 

Masyarakat memiliki peran untuk memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah, baik secara individu 

maupun melalui lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait. 

Masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan yang didanai oleh APBD, serta memberikan 

masukan dan laporan kepada pemerintah daerah terkait kinerja 

dan efektivitas penggunaan anggaran. 

3. Keterlibatan dalam Pengawasan 

Deskripsi: Masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal 

terhadap pelaksanaan APBD, termasuk dalam memeriksa laporan 

keuangan, melakukan audit sosial, dan mengawasi proses-proses 

pengadaan barang dan jasa. 

Proses: Melalui kerjasama dengan lembaga pengawas atau 

inspektorat daerah, masyarakat turut memastikan bahwa 

pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparan, 

akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi: 

4. Publikasi Informasi Anggaran 

Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan 

informasi anggaran secara terbuka kepada masyarakat, termasuk 

anggaran yang telah disetujui, laporan keuangan, dan evaluasi 

kinerja. Informasi anggaran dipublikasikan melalui media massa, 

situs web resmi pemerintah daerah, serta papan pengumuman di 

kantor-kantor pemerintah untuk memastikan keterbukaan dan 

aksesibilitas informasi bagi masyarakat. 

5. Rapat Terbuka 

Keputusan terkait APBD dan pelaksanaan anggaran 

dilakukan secara terbuka melalui rapat-rapat yang dapat dihadiri 

oleh masyarakat, termasuk rapat paripurna DPRD, rapat komisi, 

dan rapat kerja OPD. Masyarakat dapat menghadiri rapat-rapat 
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tersebut untuk memantau dan memberikan masukan terhadap 

kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan daerah. 

6. Mekanisme Pengaduan dan Pelaporan 

Pemerintah daerah menyediakan mekanisme pengaduan dan 

pelaporan bagi masyarakat yang merasa terjadi penyimpangan 

atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran. Masyarakat 

dapat menggunakan mekanisme pengaduan seperti hotline, posko 

pengaduan, atau aplikasi pengaduan online untuk melaporkan 

masalah terkait pelaksanaan anggaran daerah. 
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Bab 7 

7.1  Pemeriksaan Keuangan Daerah 
Pemeriksaan keuangan daerah adalah proses yang bertujuan 

untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mengelola dan 

mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 

Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa dana publik 

digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

masyarakat. Pemeriksaan keuangan daerah menjadi instrumen 

vital untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan serta 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah 

(Khusaini, 2018). 

Ruang lingkup pemeriksaan keuangan daerah mencakup 

evaluasi atas laporan keuangan, pengujian terhadap sistem 

pengendalian internal, dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan daerah 
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menyajikan informasi yang benar dan andal, serta bahwa 

pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Ruang lingkup ini juga mencakup penilaian terhadap 

efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penggunaan sumber 

daya daerah. 

Kerangka regulasi yang mengatur pemeriksaan keuangan 

daerah terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, 

standar akuntansi, dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas 

terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerangka ini 

memastikan bahwa proses pemeriksaan dilakukan secara 

konsisten, transparan, dan sesuai dengan standar profesional yang 

diakui. Peraturan ini juga mencakup kewajiban pemerintah daerah 

untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan 

yang akan diaudit oleh BPK. 

Lingkup pemeriksaan keuangan daerah mencakup seluruh 

aktivitas keuangan pemerintah daerah, termasuk perencanaan 

anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

tahapan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan mencapai hasil yang diharapkan. Pemeriksaan 

juga mencakup penilaian terhadap pengelolaan aset, pengelolaan 

utang, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

(Triono & Dewi, 2020). 

Objek pemeriksaan keuangan daerah adalah seluruh aset, 

kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan belanja yang tercantum dalam 

laporan keuangan pemerintah daerah. Subjek pemeriksaan 

mencakup pejabat dan staf pemerintah daerah yang terlibat dalam 

pengelolaan keuangan serta pihak ketiga yang bekerja sama dengan 

pemerintah daerah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi 

tanggung jawab mereka dalam mengelola keuangan publik dan 

memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan atau 

penyalahgunaan anggaran. 

Proses evaluasi keuangan melibatkan pengumpulan dan 

analisis data keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah 

daerah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi 
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kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan serta 

memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Evaluasi ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan dana publik. 

Prasyarat evaluasi yang efektif meliputi ketersediaan data 

yang akurat dan lengkap, kerangka regulasi yang jelas, serta 

metodologi yang tepat untuk menganalisis data keuangan. Selain 

itu, keterlibatan pihak-pihak yang kompeten dan independen 

dalam proses evaluasi juga penting untuk memastikan bahwa hasil 

evaluasi objektif dan dapat dipercaya (Difinubun & Fatimah, 2023). 

Kerangka regulasi evaluasi laporan keuangan pemerintah 

daerah mencakup pedoman dan standar yang ditetapkan oleh 

otoritas terkait seperti BPK dan Kementerian Keuangan. Regulasi 

ini mengatur proses penyusunan, pelaporan, dan evaluasi laporan 

keuangan sehingga dapat dilakukan secara konsisten dan 

transparan. Tujuan regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa 

laporan keuangan yang disusun mencerminkan kondisi keuangan 

yang sebenarnya dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

Analisis laporan keuangan pemerintah daerah adalah proses 

yang melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek keuangan 

seperti pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban. Analisis ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang 

kinerja keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi tren dan 

pola keuangan, serta mengukur efektivitas dan efisiensi dalam 

penggunaan dana publik. Analisis ini juga membantu dalam 

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan 

menyediakan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih baik. 

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk 

memantau, mengukur, dan menilai agar memastikan kepatuhan 

dan/atau penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas keuangan 

dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian yang 
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perlu segera diperbaiki. Hasil dari pengawasan ini kemudian 

disampaikan kepada kepala daerah, seperti Bupati atau Wali Kota, 

serta pihak terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan lebih lanjut. Pengawasan keuangan daerah 

bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang 

efektif, efisien, dan transparan. 

7.2  Pemeriksaan Atas Fungsi - Fungsi Manajemen 
Pemeriksaan atas fungsi-fungsi manajemen merupakan 

proses evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek 

manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang 

pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi 

manajemen seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan dijalankan secara efektif, 

efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Priskila & 

Hukom, 2023). 

1. Fungsi Manajemen 

Fungsi manajemen meliputi berbagai kegiatan yang 

diperlukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, 

mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya keuangan daerah. 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 

Proses ini melibatkan penyusunan rencana strategis dan 

anggaran tahunan yang mencerminkan prioritas pembangunan 

daerah. 

Konsep Perencanaan dan Penganggaran 

Perencanaan dan penganggaran didasarkan pada analisis 

kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, serta tujuan jangka 

panjang dan jangka pendek pemerintah daerah. 

Alur Perencanaan dan Penganggaran 

Alur ini mencakup tahapan mulai dari identifikasi 

kebutuhan, penyusunan anggaran, pengesahan, hingga 

pelaksanaan dan evaluasi. 
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Fungsi Anggaran 

Fungsi anggaran adalah sebagai alat perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Fungsi Perencanaan 

Perencanaan berfungsi untuk menetapkan tujuan, strategi, 

dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

pembangunan daerah. 

Sistem Penganggaran 

Sistem penganggaran mencakup prosedur dan mekanisme 

yang digunakan untuk menyusun, mengesahkan, dan mengelola 

anggaran daerah. 

2. Pengawasan/Pemeriksaan pada Fungsi Pelaksanaan 
Anggaran Daerah 

Pengawasan dan pemeriksaan pada fungsi pelaksanaan 

anggaran daerah bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran 

yang telah disusun dan disahkan digunakan sesuai dengan 

rencana. Ini melibatkan pengujian terhadap pelaksanaan program 

dan kegiatan yang didanai oleh anggaran daerah. 

3. Pengawasan dan Pengendalian pada Aspek Penatausahaan 
dan Akuntansi 

Pengawasan dan pengendalian pada aspek penatausahaan 

dan akuntansi melibatkan verifikasi dan evaluasi atas proses 

pencatatan dan pelaporan keuangan. Ini untuk memastikan bahwa 

semua transaksi keuangan dicatat dengan akurat dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku (Purnama & 

Nadirsyah, 2016). 

4. Pengawasan dan Pengendalian pada Aspek 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Pengawasan dan pengendalian pada aspek pertanggung-

jawaban dan pelaporan memastikan bahwa laporan keuangan 

disusun dengan benar dan disampaikan tepat waktu. Ini mencakup 
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verifikasi terhadap laporan keuangan dan evaluasi atas ketaatan 

terhadap standar pelaporan keuangan. 

5. Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Daerah 

Pelaksanaan pemeriksaan keuangan daerah mencakup 

seluruh proses dari perencanaan pemeriksaan, pengumpulan data 

dan bukti, analisis, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan. 

Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian independen 

tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dan memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan. 

7.3  Menghitung Evaluasi Keuangan Daerah 
Ada beberapa rumus atau persamaan yang dapat digunakan 

dalam membuat perhitungan evaluasi keuangan daerah seperti 

rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi belanja dan rasio 

investasi 

1. Rasio Kemandirian Keuangan (RKD) 

 Rasio ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat 

mengandalkan pendapatan asli untuk membiayai kegiatan dan 

program di daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 

pendapatan yang berasal dari sumber-sumber asli di daerah, 

seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil usaha daerah, sementara 

Total Pendapatan Daerah (TPD) mencakup seluruh pendapatan 

yang diterima oleh pemerintah daerah, termasuk PAD dan transfer 

dari pemerintah pusat. RKD yang tinggi menunjukkan bahwa 

daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian finansial yang baik. 

Untuk rumusnya dapat di lihat seperti dibawah ini. 

𝑅𝐾𝐷 =  
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑃𝐴𝐷)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ (𝑇𝑃𝐷)
 𝑥 100% 

2. Rasio Efisiensi Belanja (REB) 

Rasio ini mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah daerah 

dalam membiayai kegiatan operasional. Belanja Operasional (BO) 

mencakup belanja rutin seperti gaji pegawai, biaya operasional, dan 
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pemeliharaan, sedangkan Total Belanja Daerah (TBD) mencakup 

seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. REB yang 

lebih rendah menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam 

penggunaan anggaran untuk operasional. Persamaan dari rasio 

efisiensi belanja yaitu: 

𝑅𝐸𝐵 =
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

3. Rasio Investasi (RI) 

Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi belanja yang 

dialokasikan untuk investasi dalam bentuk pembangunan 

infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja Modal (BM) mencakup 

belanja untuk investasi seperti pembangunan infrastruktur dan 

fasilitas publik, sedangkan Total Belanja Daerah (TBD) mencakup 

seluruh belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. RI yang 

tinggi menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap investasi 

untuk pembangunan jangka panjang. Rasio Investasi dapat di 

hitung dengan rumus 

𝑅𝐼 =
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
 𝑥 100% 

Setiap daerah dapat memiliki kebijakan dan prioritas yang 

berbeda, sehingga rumus di atas dapat disesuaikan sesuai dengan 

konteks dan kebutuhan setempat. Dengan menggunakan rasio-

rasio ini, pemerintah daerah dapat mengevaluasi kinerja keuangan 

mereka dan membuat keputusan yang lebih baik untuk mengelola 

anggaran dan sumber daya publik. 

7.4 Pemeriksaan Internal Keuangan Pemerintah Daerah 
Pemeriksaan internal adalah proses penilaian yang dilakukan 

oleh unit internal dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa 

operasi, pengelolaan keuangan, dan aktivitas lainnya berjalan 

sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan regulasi yang berlaku. 

Dalam konteks pemerintah daerah, pemeriksaan internal bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam 

pengelolaan sumber daya publik. Pemeriksaan ini merupakan 
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bagian dari upaya untuk mencegah, mendeteksi, dan 

menindaklanjuti penyimpangan serta memastikan bahwa tujuan 

organisasi dapat tercapai dengan optimal (Murniati, 2021)  

1. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

Pengendalian Internal 

Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk 

memberikan jaminan yang memadai mengenai pencapaian tujuan 

organisasi dalam aspek efisiensi operasional, keandalan pelaporan 

keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. SPIP adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah 

untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. 

Komponen Pengendalian Intern 

Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan 

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi 

dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap komponen ini saling 

terkait dan berfungsi untuk menciptakan sistem pengendalian yang 

menyeluruh dan efektif. 

Penilaian Risiko 

Penilaian risiko adalah proses untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 

organisasi. Penilaian ini membantu dalam menentukan langkah-

langkah pengendalian yang diperlukan untuk mengurangi risiko 

tersebut ke tingkat yang dapat diterima. 

Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang diambil untuk 

mengelola risiko dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur 

dijalankan dengan benar. Contoh aktivitas pengendalian meliputi 

otorisasi transaksi, pemisahan tugas, rekonsiliasi, dan verifikasi. 

Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi adalah elemen penting dalam 

pengendalian internal yang memastikan bahwa informasi yang 
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relevan dan akurat tersedia bagi pihak yang membutuhkan. 

Komunikasi yang efektif memungkinkan penyebaran informasi 

mengenai kebijakan, prosedur, dan hasil pengendalian kepada 

semua tingkat organisasi. 

Kontinuitas Pengendalian 

Kontinuitas pengendalian adalah proses berkelanjutan untuk 

memastikan bahwa sistem pengendalian internal tetap efektif dan 

dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan operasional. Ini 

mencakup pemantauan rutin, penilaian berkala, dan perbaikan 

terhadap sistem pengendalian yang ada. 

2. Pengendalian Kepatuhan 

Pengendalian kepatuhan adalah serangkaian tindakan yang 

diambil untuk memastikan bahwa semua operasi dan kegiatan 

organisasi mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan 

internal, dan standar yang berlaku. Pengendalian ini bertujuan 

untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan 

organisasi dan masyarakat. 

3. Institusi Pengawasan Pemerintah Daerah yang Melakukan 
Pemeriksaan 

Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

BPKP adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan 

keuangan dan pembangunan di daerah. BPKP berfungsi untuk 

memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, 

dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Aparat Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, 

memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan 

penyimpangan atau tindakan korupsi yang melibatkan keuangan 

daerah. Mereka bekerja sama dengan instansi pengawasan internal 

untuk mengusut dan menindak pelanggaran hukum. 
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Hasil Evaluasi Pemeriksaan Keuangan Daerah 

Hasil evaluasi pemeriksaan keuangan daerah mencakup 

temuan-temuan audit yang mengidentifikasi kelemahan, 

penyimpangan, atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Laporan hasil evaluasi ini disampaikan kepada pihak 

terkait sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengambilan 

keputusan yang lebih baik. Evaluasi yang efektif membantu 

pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. 

7.5  Pemeriksaan Eksternal Keuangan Pemerintah Daerah 
Pemeriksa eksternal pemerintah daerah adalah lembaga atau 

badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menilai 

kinerja serta pengelolaan keuangan daerah secara independen dari 

struktur organisasi pemerintah daerah itu sendiri. Pengawasan 

eksternal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, 

dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Melalui 

pemeriksaan yang objektif, diharapkan segala bentuk 

penyelewengan, inefisiensi, dan korupsi dapat terdeteksi dan 

ditangani dengan cepat dan tepat (Pratiwi et al., 2022). 

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara 

yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan daerah. BPK 

didirikan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan telah 

mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian dalam tugas dan 

fungsinya sejak pertama kali dibentuk. Sejarah BPK mencerminkan 

komitmen negara untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi 

keuangan publik. 

BPK memiliki berbagai tugas dan wewenang yang diatur oleh 

undang-undang. Tugas utama BPK meliputi pemeriksaan atas 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang 

mencakup audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan 

tertentu. BPK juga berwenang untuk menyampaikan hasil 
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pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan 

tingkatannya. Selain itu, BPK memiliki kewenangan untuk 

memberikan rekomendasi atas temuan audit dan memastikan 

bahwa pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga 

independen yang bertugas untuk memberantas korupsi di 

Indonesia, termasuk korupsi di tingkat pemerintahan daerah. KPK 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

kasus-kasus korupsi serta mengawasi jalannya pemerintahan 

untuk mencegah terjadinya korupsi. KPK juga bekerja sama dengan 

BPK dan lembaga lainnya untuk mengidentifikasi dan mengatasi 

praktek korupsi yang merugikan keuangan daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) 

DPR dan DPRD memiliki peran pengawasan legislatif 

terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan 

pembangunan. DPR bertugas di tingkat nasional, sementara DPRD 

bertugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Keduanya 

bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan anggaran 

daerah, menyetujui anggaran, dan melakukan fungsi pengawasan 

melalui mekanisme seperti rapat dengar pendapat dan interpelasi. 

DPR dan DPRD juga dapat memanggil pejabat daerah untuk 

memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran dan 

pelaksanaan program pemerintah daerah. 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat 

memiliki peran penting dalam pengawasan eksternal pemerintah 

daerah. LSM sering kali melakukan pemantauan independen 

terhadap kebijakan dan implementasi program pemerintah daerah 

serta menyuarakan temuan-temuan mereka kepada publik dan 

otoritas terkait. Masyarakat, melalui partisipasi aktif, juga dapat 

berkontribusi dalam pengawasan dengan memberikan laporan, 
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masukan, dan kritik terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Keterlibatan LSM dan masyarakat membantu menciptakan 

lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam 

pengelolaan keuangan daerah. 

7.6  Ganti Kerugian Keuangan Daerah 
Ganti kerugian daerah merupakan mekanisme yang 

diterapkan untuk menangani kerugian yang dialami oleh 

pemerintah daerah akibat tindakan atau kelalaian pegawai negeri 

atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan 

daerah. Latar belakang penerapan ganti kerugian daerah adalah 

untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Kerugian daerah bisa terjadi karena berbagai 

alasan, termasuk kesalahan administratif, penyelewengan dana, 

atau kerusakan aset daerah. Oleh karena itu, pemerintah perlu 

memiliki sistem yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban 

dan memulihkan kerugian yang terjadi. Ini sejalan dengan prinsip 

tata kelola yang baik dan bertujuan untuk memastikan bahwa 

setiap tindakan yang merugikan keuangan daerah dapat segera 

ditangani dan diselesaikan secara transparan dan adil. 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 

adalah prosedur yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk 

menuntut pertanggungjawaban dari pegawai negeri atau pihak lain 

yang menyebabkan kerugian bagi keuangan daerah (Gubali, 2020). 

Proses TPTGR melibatkan beberapa langkah penting, yaitu: 

1. Identifikasi Kerugian 

Proses dimulai dengan identifikasi kerugian yang terjadi, 

baik melalui audit internal, laporan masyarakat, atau temuan dari 

lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). 
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2. Pemeriksaan dan Verifikasi 

Setelah kerugian diidentifikasi, dilakukan pemeriksaan dan 

verifikasi untuk memastikan jumlah kerugian dan menentukan 

pihak yang bertanggung jawab. 

3. Penetapan Tanggung Jawab 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditetapkan siapa yang 

bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ini bisa berupa pegawai 

negeri sipil, pejabat daerah, atau pihak ketiga yang bekerja sama 

dengan pemerintah daerah. 

4. Pengajuan Tuntutan 

Tuntutan ganti rugi diajukan kepada pihak yang 

bertanggung jawab atas kerugian keuangan daerah. Proses ini 

melibatkan pengembalian kerugian secara langsung oleh pihak 

yang bersangkutan atau melalui mekanisme pemotongan gaji bagi 

pegawai negeri yang terlibat dalam tindakan yang merugikan. 

Dengan cara ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa 

setiap kerugian yang terjadi dapat dipulihkan secara adil dan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

5. Proses Hukum 

Proses hukum menjadi langkah terakhir jika pihak yang 

bertanggung jawab tidak bersedia atau tidak mampu mengganti 

kerugian keuangan daerah. Dalam situasi ini, pemerintah daerah 

dapat membawa kasus tersebut ke ranah hukum untuk 

diselesaikan melalui pengadilan. Melalui jalur hukum, pengadilan 

akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada, menentukan tanggung 

jawab pihak terkait, dan memutuskan langkah-langkah yang harus 

diambil untuk memastikan pemulihan kerugian. Proses ini 

memastikan bahwa semua tindakan penyelesaian dilakukan sesuai 

dengan hukum yang berlaku, memberikan keadilan dan kepastian 

hukum bagi semua pihak yang terlibat. 
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6. Pemulihan Kerugian 

Pemulihan kerugian bertujuan untuk mengembalikan dana 

yang hilang atau digunakan secara tidak semestinya ke kas daerah. 

Melalui proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

(TPTGR), pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa 

kerugian keuangan daerah dapat dipulihkan. Setiap dana yang 

berhasil dipulihkan melalui mekanisme ini akan dikembalikan ke 

kas daerah untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya, 

menjaga keutuhan dan keadilan dalam pengelolaan keuangan 

daerah.  
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ENGELOLAAN keuangan daerah adalah elemen kunci 

dalam upaya mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Dalam konteks 

ini, buku ini telah membahas berbagai aspek penting dalam 

pengelolaan keuangan daerah, mulai dari manajemen utang hingga 

investasi, serta evaluasi dan monitoring proyek investasi. Dalam 

pengelolaan utang, transparansi, kelayakan finansial, dan 

kesesuaian dengan rencana pembangunan menjadi prinsip-prinsip 

yang penting untuk dipertimbangkan. Pemerintah daerah perlu 

memastikan bahwa pengambilan utang dilakukan dengan 

bijaksana, mempertimbangkan kemampuan untuk membayar 

kembali utang tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. 

Investasi daerah juga merupakan strategi penting dalam memacu 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Prinsip-prinsip seperti keberlanjutan pembangunan, 

partisipasi masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya, dan 

keberpihakan pada aspek sosial dan lingkungan harus menjadi 

pedoman dalam pengambilan keputusan investasi. 

Selain itu, evaluasi dan monitoring terhadap proyek investasi 

sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang 

diinvestasikan memberikan hasil yang diharapkan. Proses evaluasi 

dan monitoring harus dilakukan secara berkala dan sistematis, 

dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memastikan 

transparansi dalam pelaporan hasil. Dengan mengelola keuangan 

daerah secara baik, pemerintah daerah dapat menciptakan 

P 
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lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta 

pemberdayaan masyarakat lokal. Semua ini merupakan langkah 

menuju terwujudnya visi pembangunan daerah yang berkelanjutan 

dan memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. 
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